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Dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (Persero)
senantiasa memperbarui lokomotif-lokomotif miliknya dengan cara membeli dari General Electric (GE)
Transportation secara langsung (Penunjukan Langsung). Namun, pada pengadaan |lokomotif tahun 2009,
Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah
melakukan persekongkolan tender. Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric (GE)
Transportation melakukan keberatan. Hasilnya, putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri
Bandung dan padatingkat kasasi, permohonan kasasi KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung. Alasan
dibatalkannya putusan KPPU ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim adalah karena pengadaan
lokomotif ini bukan termasuk tender sehinggatidak terikat pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Selainitu
pengadaan lokomotif ini juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/Mbu/2008 yang
memperbolehkan BUMN melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini membahas aspek hukum penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari
hukum persaingan usaha sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait hukum persaingan usaha seperti UU
No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Di akhir penelitian, Penulis
berkesimpulan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric (GE) Transportation tidak
terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti.
Selain itu, pengadaan lokomotif yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General
Electric kepada (GE) Transportation memang bukan termasuk tender serta telah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

<hr><i>In order to improve transportation services for people, PT Kereta Api Indonesia (Persero) always
renews his locomotives regularly by purchasing them from General Electric (GE) Transportation directly
(Direct Procurement). However, in locomotive procurement 2009, Commission for the Supervision of
Business Competition (KPPU) condemned that both companies have made bid rigging.

Then PT Kereta Api Indonesia (Persero) and Genera Electric (GE) Transportation did an objection. Asa
result, the KPPU’ s verdict was canceled by the Bandung District Court and on cassation level the KPPU’s
application was rejected by the Supreme Court. The reason of this verdict’s cancellation is based on the
consideration of the judges who judged that this locomotive procurement was not a tender so that it was not
bound by Article 22 of Law No. 5 of 1999. In addition, the procurement was aso in accordance with the
Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05/MBU/2008 allowing SOES perform direct
appointment in the procurement of goods/services.
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Thisthesis discusses the legal aspects of procurement through direct procurement mechanism in terms of
antitrust law so that the research method uses a normative juridical legislation related antitrust law such as
Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Competition. At the end of this
thesis, the author concludes that PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE)
Transportation is not proven to have violated Article 22 of Law No. 5 Year 1999 concerning bid rigging
because the elementsin the article is not proven. Furthermore, the locomotive procurement conducted by PT
Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) Transportation cannot be termed as a tender and
was also peformed in accordance with the legidlation.</i>



